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Abstrak
 

Skripsi ini membahas tentang ketentuan umum pembuktian dalam hukum acara perdata yang mengacu pada

Pasal 163 HIR, yaitu barang siapa yang mengakui adanya hak dan menyebutkan perbuatan untuk

menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak itu.

Hal ini berarti bahwa pihak penggugat yaitu jaksa pengacara negara wajib membuktikan dalil-dalil tentang

adanya suatu hak yang menjadi dasar gugatannya. Untuk membuktikan adanya hak itu, penggugat

memperkuat dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti. Dalam hukum acara perdata alat bukti berdasarkan pasal

164 HIR terdiri atas : alat bukti tertulis (akta otentik, akta bawah tangan dan surat-surat), keterangan saksi,

persangkaan dan sumpah. Ketentuan perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang

siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Konsep perbuatan melawan hukum

menjadi tidak saja setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan

dengan kewajiban hukum sipelaku dan melanggar hak subyektif orang lain tetapi juga suatu perbuatan yang

melanggar kaidah yang tidak tertulis yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan dan kehati-hatian

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda

warga masyarakat. Yang dimaksudkan dengan kategori bertentangan dengan kepatutan yaitu perbuatan yang

merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan

bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran normal perlu diperhatikan. Pembuktian perbuatan

melawan hukum adalah proses membuktikan tentang adanya atau terjadinya suatu peristiwa hukum yang

merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum,

maka unsur-unsur yang telah disebutkan diatas atau salah satunya harus terpenuhi yaitu melanggar hak

subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,melanggar kesusilaan dan melanggar

kepatutan dan kelayakan, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan kausalitas antara

kesalahan dan kerugian.

......This Scripts Detail Will General eritania of Improperness in civil law procedure based on acuade 163

HIR ( Indonesia Civil Law Prosedur). Laying who even clime the right and shouse the action to improve this

right on disclaming another suggest he/she. Prove The exsistense of the right it manes that it is the part of

palmist the state lawyer to prove this/he claim on the is time of aight as the base of this/ he lawsuit. To prove

the optimal of the right. plain ti has to sripport this/her claim by evidence. In civil law procedure instrument

of evidence based on arider 164 HIR is counseling ap written evidence ( deed, informal , deed and letter,

Stedman of witness Assumption and oath this segregation of act agamid the law is coming into being based

principle that woven performs action causing dangers to another (Person ) has to pang the caused by this

action. This concept of net again the law is not limited to any act compulsory law of the actor and against

subjective right of another person but also act agamas unwritten law. Law managing the rules of atheist

fairness and careens, which character have to be maintained by anyone in social member. White category
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against fairness means act which damages another social members with improper interest and useless action

which may place another’s life in jeopardy . improves of act against law is consisting of process of improve

ness of the existing on fact of lawful, event which is against law. To haw the existing of act against law the

above said statements or any of have to be fulfilled against she subjective of another, against compulsory

law of actor. Them against the rules of eskis, fairness the existing damages , the existing of fault and the

existing of causality between fault and damages.


